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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI ACEH TAMIANG,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016, terdapat penambahan alokasi anggaran
Dana Alokasi khusus pada bidang jalan dan jembatan
sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan
Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh
Tamiang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapak kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Rebublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

13. Peraturan...
—_—

=9




18.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

-3

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan...
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5261);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Qanun Kabupaten...
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31.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh

Tamiang Nomor 28);

32. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 6);

33. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 27 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh
Tamiang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 20 16;

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 43 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN

2016.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
?ghggairagnmml() (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
b terakh's c1‘;10m0r 43) sebagaimana telah diubah beberapa
sal terakd 150 1esngan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor
S met Augy T teptang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bt amiang Nomor 43 Tahun 2015 tentan
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaterg1

Aceh Tamiang Tahu
n Anggar 4
Kabupaten Aceh Tamiang ngunangoi?glgo (Berita Daerah

sebagai berikut : mor 27), diubah
1. Ketentuan Pa .
sal 1 diub i
sebagai besilat - ah, sehingga Pasal 1 berbunyi
Pasal 1

Anggaran Penda
patan dan B i
Anggaran 2016 terdiri atas elanja Kabupaten Tahun

a. Pendapatan

1. semula
2. Bertambah Rp. 1.335.218.252.016,00

2. Berta Rp.  92.016.133
endapatan Rp. 1.427.234.385.'(??60’38

b- Be].anja. -

.
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b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung
a) semula Rp. 676.674.374.950,00
b) bertambah Rp. 0,00
Jumlah Belanja
Tidak Langsung Rp. 676.674.374.950,00

2. Belanja Langsung
a) semula Rp. 698.771.205.680,00
b) bertambah Rp. 92.016.133.000,00

Jumlah Belanja LangsungRp. 790.787.338.680,00

c. Pembiayaan Penerimaan

1. semula Rp. 41.523.980.000,00
2. bertambah Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Rp. 41.523.980.000,00

Jumlah Pembiayaan netto Rp. 41.523.980.000,00

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berjalan Rp. 0,00

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBK yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat =~ Kabupaten sesuai dengan  ketentuan
perundang-undangan.

Pasal II...
TR———



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya mcx'nerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam

Tamiang.

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 22 Stp/< 0o
LY ewl?

2016 M
1437 H

L

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIA

RAZUARDI

Berita Daerah Kabupaten Aceh

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 2~ Sepl. P 2016 M
20 D2ullnsyal. 1437 H

f BUPATI ACEH TAMIA-NG/@
; ‘lqd,,, b.,,,,,f

——e= HAMDAN SATI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 29



